
A. Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam 

dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak 

adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, 

memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin 

kelangsungan eksistensi bangs~ dan negara pada masa depan. 1 Bahwa agar setiap 

anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat 

kesempatan yang seluas-luasnya umuk tumbuh dan berkembang secara optimal, 

baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan 

upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberik:an 

jaminan terhadap pemenuban hak-haknya serta adanya penegakan hukum yang 

dapat melindunginya. 

Kejahatan dapat terjadi di manapun dan kapanpun serta kepada siapa saja 

tanpa mengent~J batas usia termasuk kepada ana.lc di bawah umur. Pada masa 

sekarang ini, kejahatan benar-benar mengalami situasi dan kondisi yang sangat 

mengkhawatirkan bahkan kejahatan telah mencapai taraf intemasional seperti 

kejahatan perdaga.11gan rnanusia, khususnya anak-anak karena mayoritas korban 

perdagangan manusia adalah anak di bawah umur. 

1 Arif Gosita, Masalah Per/indungan Anak, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 
hlm. 12. 
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Kejahatan terhadap perdagangan anale di Indonesia sangatlah banyale dan 

rnenjadi sorotan dunia. Perdagangan anale rnanusia rnerupalean pelanggaran 

terhadap hale asasi rnanusia, hale anak dan hale asasi anak yang rnernperlaleukan 

korban seperti kornoditi yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali. 

Gejala yang rneluas ini sedang berkernbang dan berubah dalarn bentuk dan 

kornpleksitasnya. Banyaknya kejahatan perdagangan anale di Indonesia ini salah 

satunya dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang sangat strategis sehingga 

rnernungkinkan perdagangan rnanusia secara legal rnaupun illegal, serta 

perekonomian Indonesia yang rnengalarni krisis sehingga pendapatan 

perkapitanyapun sernakin rendah. 

Kompleksitas penyebab tetjadinya perdagangan orang di L~donesia 

mernang membutuhkan perhatian khusus dan komitmen yang kuat dari berbagai 

elernen rnasyarakat. Praktek perdagangan orang biasanya terselubung dengan 

berbagai tabir rnulai budayalkultural, politik maupun kepentingan ekonorni. 

Maraknya perdagangan manusia juga berkernbang pesat karena bisnis ini 

rnenjanjikan keuntungan yang sangat besar, seperti bisnis haram lainnya, sehingga 

tidale mengherankan bisnis perdagangan rnanusia ini merupalean yang terbesar ke 

tiga setelah perdagangan senjata dan narkotika. Ketidakmamptian peme:ri_ntah 

dalam rnenyediakan lapangan kerja, tingkat pendidikan rnasyarakat yang rendah, 

lemahnya penegakkan hukum, perbatasan antar negara yang rentan terhadap 

penyeludupan manusia, dan lain sebagainya rnembuat para pelaku trafficking 

lebih leluasa untuk rnenggaet korbannya dengan berbagai bujuk rayu. 
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Adapun pengertian perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah: 

Tinda.l(an perekmtan, pengangkutan, penampungan, pengmman, 
pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 
memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari 
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 
dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi 
atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 

Merupakan segala bentuk tindakan dan percobaan tindakan yang 

melibatkan rekruitmen, transportasi, baik di dalam maupun antar negara, 

pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan orang dengan menggunakan 

tipu daya, kekerasan, atau pelibatan hutang, untuk tujuan pemaksaan peketjaa.'l 

domestik, seksuru, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan Jain, 

baik anak tersebut mendapat bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang 

berbeda dengan komunitas dimana anak tersebut tinggal ketika penipuan, 

kekerasan, atau pelibatan hutang itu pertama kali tetjadi} 

Dengan adanya defmisi mengenai perdagangan orang maka dapat 

disimpulkan bentuk -bentuk perdagangan anak yaitu diantaranya Wltuk tujuan 

pembantu rumah tangga/peketja domestik, peketja seks, perdagangan bayi, 

dipeketjakan di Jermal, eksploitasi anak sebagai pengemis, pomografi fuJ.ak, 

penjualan organ tubuh anak, dan bentuk-bentuk peketja lainnya yang dapat 

2 Irfan, "Hak Asasi Manusia, Perdagangan Ailak", terdapat di situs 
<http://www.hukumonline.com>, diakses tanggall4 Januari 2007. 
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merusak fisik dan mental anak.3 Berbagai macam bentuk perdagangan anak 

membuat anak menjadi tereksploitasikan oleh para pelaku demi mendapatkan 

keuntungan. Lebih-lebih praktek perdagangan anak selalu disertai dengan 

berbagai tindakan ancaman dan kekerasan sehingga menimbulkan ketersiksaan 

bagi si korban yang tanpa masa depan. Korban perdagangan anak pada 

umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya bai.lc secara fisik, psikis, 

maupun ekonomi. 

Anak memang menjadi sasaran yang paling hangat untuk dijadikan 

sebagai korban pelaku perdagangan anak karena seringkali mudah untuk: dirayu 

dan dibohongi. Tidak seorangpun atau kekuasaan apapun boleh melanggar hak-

hak tersebut. Keterbatasan anak inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa 

anak menjadi korban trafficking. Pelaku dengan lihai dapat mudah 

menjadikan an.ak sebagai korban. Cara-cara yang dilakukan oleh pelaku sangat 

kreatif dan kejam, direncanakan untuk menipu dan mencurangi. Seringkali 

kelicikan ini dilakukan dengan memberikan janji-janji pemikahan, pekerjaan, 

kesempatan mendapat pendidikan, atau kehidupan yang lebih baik, sehingga 

dengan modus tersebut korban dengan mudah terbujuk rayuan pelaku dan 

kemudian pelaku dengan mudah mendapatkan keuntu.'lgan dari perdagangan 

anak.4 

3 Harkristuti Harkristuti, " Laporan Perdagangan Man usia Di Indonesia ", (Makalah Pada 
Workshop Penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Perdagangan Perempua11 dan 
Anak, Jakarta, 30 September 2003), hlm.l3. 

4 "Mengapa Trafiking Anak Berbeda?", terdapat disitus <http://www.hukumonline.com>. 
diakses tanggal 03 Juli 2008. 
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Dengan berbagai ma<.:am modus tersebut seorang anak dengan 

kepolosannya terperangkap menjadi korban dari pelaku perdagangan anak yang 

akan di kirim baik kedalam negeri maupun keluar negeri. Tidak hanya anak 

perempuan yang dapat menjadi korban perdagangan, tetapi perdagangan manusia 

mencakup juga perdagangan laki-laki dan bayi yang mempunyai modus serta 

motif yang sama dengan perempuan. 

Pembagian klasifikasi pelaku perdagangan anak pada dasarnya sama 

bahwa yang menjadi korban adalah ana.\: di bawah umur yang hams diberikan 

perlindungan khusus. Dalam hal upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk rnenanggulangi kejahatan perdagangan anak yaitu dengan 

adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana 

undang-undang ini mengatur tentang hak anak untuk mendapat perlindungan 

negara dari segala bentuk eksploitasi dan perdagangan, termasuk sanksi bagi 

pelaku perdagangan anak yaitu terdapat pada Pasal 83 Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa: 

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk 
diri sendiri atau untuk dijual, dipidana· dengan pidana penjara paling lama 
15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling 
banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah ) dan paling sedikit 
60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah). 

Namun realitanya masih sering terjadi kctidaksesuaian dalarn penjatuhan 

pidana terhadap pelaku perdagangan anak yang dirasa belum setimpal dengan apa 

yang diperbuat karena masalah perdagangan manusia khususnya anak merupakan 

kejahatan kemanusiaan dan termasuk pelanggaran HAM berat sehingga 

penjatuhan sanksinya diputuskan berdasarkan dengan rasa keadilan karena sanksi 
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pidana ak:an mempengaruhi perlindungan terhadap korban pelaku perdagangan 

anak:. 

Perdagangan anak: sendiri sebenamya telah meluas dalam bentuk jaringan 

kejahatan yang terorganisasi dan tidak: terorganisasi, baik bersifat antarnegara 

maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarak:at, bangsa, 

dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan 

terhadap hak: asasi manusia. 

Dalam kasus ini, adapun pelaku yang melak:ukan tindak pidana 

perdagangan anak yang dipekeijak:an untuk prostitusi adalah seorang anak: 

dibawah umur. Terhadap anak: yang melakukan tindak pidana perdagangan 

disebabkan beberapa faktor, yaitu: 

1. Faktor Keluarga; 
2. Faktor ekonomi sosial; 
3. Faktor lingkungan; 
4. Faktor psikologi;5 

Memperdagangkan anak: dibawah umur untuk prostitusi dalam sistem 

KUHP tidak: terdapat dalam pasal/bab khusus mengenai hal itu, tetapi dalam 

KUHP perbuatan perdagangan perempuan dibawah umur untuk prostitusi 

tennasuk kedalam kejahatan kesusila!l. 

5 ibid. 
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Tabel. 1. Penjelasan Pasal 287 sampai Pasal 297 dikaitkan dengan kasus 

perdagangan perempuan anan dibawah umur. 

Ancaman 
Pasal KUHP Pelaku Perbuatan Objek 

Hukuman 

Pasal287 
(1) Barang siapa bersetubuh dengan Siapa saja Bersetubuh wanita diluar pi dana 

seorang wanita di luar perkawinan, (barang perkawinan penjara 
padahal diketahuinya atau sepatutnya siapa) beium lima paling 

hams diduganya bahwa umumya belas tahun lama 

belum lima belas tahun, atau kalau sembilan 

umumya tidakjelas, bahwa belum tahun 
waktunya untuk dik:awin, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun. Siapa saja Bersetubuh wanita diluar pi dana 

(2) Penuntutan banya dilakukan atas (barang per.kawinan penjara 

pengaduan, kecuali jika umur wanita siapa) belum lima paling 

·belum sampai dua belas tahun atau belas tahun lama 

jika ada salah satu hal berdasarkan sembilan 

pasal291 dan pasal294. tahun 

Pasal288 
(1) Barang siapa dalam perkawinan Siapa saja Dalam wanita belum pi dana 

bersetubuh clengan seonnig wanita (barang perkawinan waktunya untuk penja.-a 

yang diketahuinya atau sepatutnya siapa) bt!rsetubuh dan dikawin paling 

hams didugunya bahwa yang mengakibatkan lama 

bersangkutan belum waktunya untuk !uka-luka empat 

dikawin, apabila perbuatan tahun 

mengakibatkan luka-luka diancam 
dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun. I Dalam (2) Jika perbuatan mcngakibatkan luka- Siapa saja wanita belum pi dana 

luka berat, dijatuhkan pidana penjara (barang perkawinan waktunya untuk penjara 

paling lama delapan tahun. ~iapa) bersetubuh dikawin paling 
mengakibat.~an lama 
luka-luka delapan 

tabun 

I (3) Jika mengakibatkan mati, dijatubkan Siapa saja Da!am I wanita belum pi dana 

pidana penja.ra paling lama dua belas (barang perkawinan waktunya untuk penjara 

tahun. I siapa) _ ber.;etubuh dikawin paling 
mt:ngakibatkan lamadua 

I 
mati be las 

tahun 

Pasal 290 ayat (3} 
(3) barang siapa membujuk seseorang I Siapa saja melakukan atau seseorang ya.'lg pi dana 

yang diketahuinya atau sepatutnya (barang membiarkan diketahuinya penjara 

hams diduganya bahwa umurnya siapa) dilakukan atau sepatutnya paling 

belum lima belas tahun atau kalau perbuatan cabul, hams diduganya lama tujuh 

umumya tidakjelas yang bersangkutan atau bersetubuh bahwa umurnya tahun 

atau kutan belum waktunya untuk di luar behunlima 

dikawin, untuk melakukan atau perkawinan belas tahun atau 

membiarkan dilakukan perbuatan dengan orang lain kalau umumya 

cabul, atau bersetubuh di luar tidakjelas yang 

perkawinan dengan orang lain. bersangkutan 
atau belum 

I 

I 
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waktunya untuk 
dikawin 

Pasal 293 ayat (1) 
(1) Barang siapa dengan memberi atau Siapa saja melakukan atau seorang belum pi dana 

menjanjikan uang atau barang, (barang membiarkan dewasa dan baik penjara 

menyalahgunakan pembawa yang siapa) dilakukan tingkah lakunya paling 

timbul dari hubungan keadaan, atau perbuatan cabul lama lima 

dengan penyesatan sengaja dengan dia tahun 

menggerakkan seorang belum dewasa 
dan baik tingkah lakunya untuk 
melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul dengan dia, 
padahal tentang belum 

I 
kedewasaannya, diketahui atau 
selayaknya harus diduganya, diancam 
dengan pidana penjara paling !ama 
lima tahun. 

Pasall 295 ayat (1) angka 2 
Dengan pidana penjara paling lama Siapa saja menghubungkan orang yang pi dana 

empat tahun barang siapa dengan I (barang a tau diketahuinya penjara 

sengaja menghubungkan atau siapa) memudahkan belum dewasa paling 

memudahkan perbuatan cabul, kecuali I perbuatan cabul lama 

yang tersebut dalam butir 1 di atas., empat 

yang dilakukan oleh orang yang I tahun 

diketahuinya belum dewasa atau yang 

I sepatutnya harus diduganya demikian, 
dengan orang lain. 

Pasal296 
Barang siapa dengan sengaja Siapa saja menyebabkan Orang iain pi dana 

menyebabkan atau memudahkan cabul (barang a tau dengan orang penjara 

oleh orang lain dengan orang lain, dan siapa) memudahkan lain paling 

menjadikannya sebagai pencarian atau cabul oleh orang lama satu 

kebiasaan, diancam deugan pidana lain dengan orang tahun 

penjara paling lama satu tahun empat lain, dan em pat 

bulan atau pidana denda paling bany<ik menjadikannya bulan atau 

lima belas ribu rupiah. sebagai pen.-;arian 

I 
pi dana 

I atau !reb;.,..., denda 
paling 
ban yak I 

1 lima belas 
ribu 
rupiah 

Pasal297 
Perdagangan wanita dan perdagangan Siapa saja Perdagangan Wanita dan pi dana 

anak laki-laki yang belum dewasa, (barang wanita dan perdagangan penjara 

diancam dengan pi dana penjara paling siapa) perdagangan anak anak laki-laki paling 

lama enam tahun. laki-laki yang yangbelum lama 
belum dewasa dewasa enam 

tahun. 
I 

Pasal287 
(4) Barang siapa bersetubuh dengan Siapa saja Bersetubuh wanita diluar pi dana 

seorang wanita di luar perkawinan, (barang perkawinan penjara 

padahal diketahuinya atau sepatutnya siapa) belum lima paling 

harus diduganya bahwa umumya belas tahun lama 

bel urn lima be las tahun, atau kalau sembilan 
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umurnya tidakjelas, bahwa belum tahun 

waktunya untuk dikawin, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun. Siapa saja Bersetubuh wanita diluar pi dana 

(5) Penuntutan hanya dilakukan atas (barang perkawinan penjara 

pengaduan, kecuali jika umur wanita siapa) belum lima paling 

belum sampai dua betas tahun atau belas tahun lama 

jika ada salah satu hal berdasarkan sembilan 

pasal291 dan pasal 294. tahun 

Pasal288 
(4) Barang siapa dalam perkawinan Siapa saja Dalam wanita belum pidana · 

bersetubuh dengan seormig wanita (barang perkawinan waktunya untuk penjara 

yang diketahuinya atau sepatutnya siapa) bersetubuh dan dik:awin paling 

harus didugunya bahwa yang rnengakibatkan lama 

bersangkutan belum waktunya untuk luka-luka empat 

dikawin, apabila perbuatan tahun 

mengakibatkan luka-luka diancam 

I dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun. 

(5) Jika perbuatan mengakibatkan luka- Siapa saja Dalam wanita belum pi dana 

luka berat, dijatuhkan pidana penjara (barang perkawinan waktunya untuk penjara 

paling lama delapan tahun. siapa) bersetubuh dikawin paling 
mengakibatkan lama 
luka-luka de Iapan 

tahun 

(6) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan Siapa saja Dalam wanita belum pi dana 

pidana penjara paling lama dua belas (barang I perkawinan waktunya untuk penjara 

I 
tahun. I siapa) bersetubuh j dikawin paling 

I mengakibatkan lama dua 

mati bel as 
tahun 

Pasal 290 ayat (3) 
(6) barang siapa membujuk seseorang Siapa saja melakukan atau seseorang yang pi dana 

yang dik:etahuinya atau sepatutnya (barang membiarkan dik:etahuinya penjara 

harus diduganya bahwa urnurilya siapa) dilakukan atau sepatutnya paling 

belum lima betas tahun atau kalau perbuatan cabul, harus diduganya lama tujuh 

umumya tidak jelas yang bersangkutan atau bersetubuh bahwa umumya tahun 

atau kutan belum waktunya untuk di !uar belum lima 

dikawin, untuk melakukan atau perkawinan belas tahun atau 

membiarkan dilakukan perbuatan dengan orang lain kalau umurnya 

cabul, atau bersetubuh di luar tida.1( jelas yang 

perkawinan dengan orang lain. bersangkutan 
atau kutan 
belum waktunya 
untuk dikawin 

Pasal 293 ayat (1) 
(2) Barang siapa dengan memberi atau Siapa saja melakukan atau seorang belum pi dana 

menjanjikan uang atau barang, (barang membiarkan dewasa dan baik penjara 

menyalahgunakan pembawa yang siapa) di!akukan ting.lcah Jakunya paling 

timbul dari hubungan keadaan, atau perbuatan cabul lama lima 

dengan penyesatan sengaja dengan dia tahun 

menggerakkan seorang belum dewasa 
dan baik tingkah lakunya untuk 
melala.!kan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul dengan dia, --
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padahal tentang belum 
kedewasaannya, diketahui atau 
selayaknya harus diduganya, diancam 
dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun. 

Pasall295 ayat (1) angka 2 
Dengan pidana penjara paling lama Siapa saja menghubungkan orang yang pi dana 
empat tahun barang siapa dengan (barang a tau diketahuinya penjara 
sengaja menghubungkan atau siapa) memudahkan belum dewasa paling 
memudahkan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul lama 
yang tersebut dalam butir l di atas., em pat 
yang dilakukan oleh orang yang tahun 
diketahuinya belum dewasa atau yang 
sepatutnya harus diduganya demikian, 
dengan orang lain. 

Pasal296 
Barang siapa dengan sengaja Siapa saja menyebabkan Orang lain pi dana 
menyebabkan atau memudahkan cabul (barang a tau dengan orang penjara 
oleh orang lain dengan orang lain, dan siapa) memudahkan lain paling 
menjadikannya sebagai pcncarian a::au cabul oleh orang lama satu 
kebiasaan, diancam dengan pidana lain dengan orang talmo 
penjara paling lama satu tahun empat lain, dan em pat 
bulan atau pidana denda paling banyak menjadikannya bulan atau 
lima belas ribu rupiah. sebagaipencarian pi dana 

atau kebiasaan denda 
paling 

I banyak 
lima belas 
ribu 
rupiah 

·-
Pasal297 

Perdagangan waniw dan perdagangan Siapa saja Perdagangan Wanitadan pi dana 
anak laki-laki yang belum dewasa, (barang wanita dan perdagangan penjara 
diancam dengan pidana penjara paling siapa) perdagangan anak anak laki-laki paling 
lama enam tahun. laki-laki yang yang belum lama 

belum dewasa dewasa en am 
tahun. 

Mengat:asi permas~ahan perdagangan anak tidak hanya melibatka.n satu 

lembaga, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di 

masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan 

yang tergabung dalam sebuah kemitraan yang diperkuat oleh peraturan 

pemerintah, paling tidak keputusan menteri untuk bersama-sama menangam 

masalah perdagangan anak. Kesimpulan lain salah satu faktor pendorong 

perdagangan anak adalah ketidak-mampuan sistem pendidikan yang ada maupun 
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masyarak:at untuk mempertahankan anak: supaya tidak: putus sekolah dan 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Petugas kelurahan dan kecamatan yang 

membantu pemalsuan KTP anak: yang diperdagangkan juga menjadi fak:tor 

pendorong utama perdagangan anak:. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan 

instrumen hukum atau kebijak:an yang lebih ketat secara efektif menGegah 

pemalsuan KTP. 

Untuk kasus anak: hanya memerlukan 2 ( dua) unsur-unsur yakni proses 

dan tujuan. Artinya untuk memenuhi satu delik bemama perdagangan orang 

khusus untuk anak: maka hanya diperlukan dua unsur yak:ni proses (rekrutmen, 

pengangkutan, pemindahan, melabuhk:an atau menerima orang) dan tujuan 

( eksploitasi yang mencakup, minimal, eksploitasi pelacuran orang lain atau 

bentuk-hentuk eksploitasi lainnya, kerja atau pdayanan paksa, perbudakat""J atau 

praktek-praktek yang mirip dengan perbudak:a11, penghambaan atau peminda_han 

organ tubuh). 

Undang-undang Pemberantasan Tindak: Pidana Perdagangan Orang tidak 

mengatur secara khusus tentang pengertian Perdagangan Anak: (trafiking anak). 

undang-undang ini hanya mengatur soal anak: yang menjadi korban perdagangan 

or3.11g. Dalam rumusan perdagangan orang khusus untuk anak: tersebut unsur cara 

menjadi tidak: penting atau tidak relevan. Di sinilah letak kek.~ususan perdagangan 

anak:. 

Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindakan-tindakan 

tersebut yang bersifat melawan hukwn, dan dilihat dari sudut kemampuan 

bertanggung jawab maka hanya seseorang yang "mampu bertanggung jawab" 
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yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan mampu bertanggung jawab 

bilamana pada umumnya: 

Keadaan jiwanya: 

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara 
(temporair) 

2. Tidak cacad dalam pertumbuhan (gagu, idiot) 
3. Tidak terganggu karena terkejut, hynotisme, amarah yang meluap, 

pengaruh bawah sadar/reflexe, mengigau karena demam. 

Kemampuan jiwanya: 

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya 
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan 

dilaksanakan atau tidak 
Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan terse but. 6 

Adapun gambaran mengenai kasus ini, tentang memperdaga..1gkan seorang 

anak perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan lelaki yang tak 

dikenalnya da.'l setelah melakuk:annya, korban diberi uang oleb terdak"Wa. 

Perbuatan ini berlanjut lebih dari satu kali dilakukan korban dengan lelaki yang 

tidak dikenalnya dan berakhir dengan diberi uang oleh terdakwa. Akibat dari 

perbuatan terdakwa korban mengalami robekan lama pada selaput dara yang 

kemudian akibat benda tumpul belum disingkirka11. Sehingga perbuatan pelaku 

diancam dalam Pasal 83 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk untuk mengkaji 

masalah tersebut dengan judul, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan 

Anak (Studi Kasus Putusan No.02/Pid.AIB/2006/PN.Bgr)". 

6 E.Y. Kanter dan S.R. Siantu.-i, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan 
Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 249. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah dalam 

penelitian ini mengenat perdagangan orang khususnya anak untuk 

mempermudah mengenat hal-hal yang alcan dibahas d&lam penelitian 

skripsi ini. 

2. Rumusan Masalah 

Setelah dijelaskan mengenai identifikasi massalah maka dapat 

dikemukakan beberapa rumusan masalah yaitu: 

a) Apakah unsur-unsur dari perbuatan memperdagangkan anak:? 

b) Apakah unsur-unsur ukur yang dipakai oleh hakim dalam memberikan 

pemidanaan terhadap anak yang menj adi pelaku tindak pi dana 

perdagangan orang tersebut? 

C. Tujuan Peneiitian dan Manfaat Pcnelitian 

1. Tujnan Penelitian · 

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi rm adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan memperdagangkan 

anak. 

b. Untuk mengctahui unsur-unsur yang dipakai oleh hakim dalam 

memberikan pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak 

pidana perdagangan orang tersebut. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui 

keputusan majelis hakim berdasarkan dari segi ultimum premidium dan 

alasan majelis hakim dalam memberikan pemidunaan terhadap anak 

yang menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang. 

b. Ma.'lfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dalam penulisan skripsi ini untuk memberikan 

memberikan bahan-bahan masukan ilmu pengetahuan hukum terhadap 

orang yang membacanya khususnya mengenai tindak pidana 

perdagangan auak. 

A. Keiangka Teoritis, KonseptuaJ dan Kerangka Pemikiran 

1. Kerangka T eoritis 

Dalam hukum Indonesia terdapat perbedaan mengenai kriteria seorang 

anak, khususnya perbedaan dalam golongan umur seorang anak. Hal ini 

terjadi akibat dari adanya kebijak:an-kebijakan tertentu yang 

mengakibatkan tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara 

tersendiri kriteria tentang anak, maka di bawah ini akan diuraikan 

beberapa pengertian tentang anak di bawah umur yang dapat digunakan 

sebagai perbandi..'l.gan. 

a. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
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Pengertian anak: menurut undang-undang pengadilan anak: Pasal 1 

sub 1 "adalah orang yang dalam perkara nak:al telah mencapai umur 8 

(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 

dan bel urn pemah kawin." 

b. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun . 2002 tentang Perlindungan 

Anak: 

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlmdungan 

Anak, memgenai pengertian anak: itu sendiri terdapat dalam Pasal I 

butir 1 " Anak: adaJah seseorang yang bel urn berusia 18 ( delapan bel as) 

tahun, termasuk anak: yang masih dalam kandungan." 

Sedangkan pengertian tindak: pidana perdagangan orang Undang-

Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak: Pidana 

Perdagangan Orang (PTPPO) juga memberikan defmisi mengenru. 

perdagangan orang, yang terdapat dalam Pasal 1 butir (1 ): 

"Tindak:an perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 
rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, 
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 
kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam 
negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau 
mengakibatkan orang tereksp1oitasi."7 

Peraturan perundang-undru.1gan di Indonesia yang mengatur 

tentang perdagangan anak ini dapat terdapat dalam ketentuan: 

7 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang, UU No21 Tahun 2007, LN No.58 Tahun 2007, TLN No.4235, Pasal langka 
(1) 
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a. Kitab Undang-udanng Hukum Pidana 

Dalam KUHP terdapat pasal yang . mengatur tentang 

perdagangan anak yang terdapat pada Pasal 297 KUHP, dijelaskan 

bahwa "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang 

belum dewasa,diancam d~ngan pidana penjara paling lama 6 

(enam) tahun." Namun sanksi yang terdapat dalam KUHP dirasa 

terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap 

pelaku. 

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tenta.11g Perlindungan Anak 

Penjaiuhan pidana yang terdapat pada Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah cukup memberikan 

sanksi pidana penjara yang mungkin membuat pelaku jera untuk 

melakukan kejahatan perdagangan anak, hal tersebut dapat dilihat 

dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 

Setiap orang yang memperdagangakan, menjual, atau menculik 
anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 15 (lima belas) ta.1nm dan paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 
60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah). 

Namu..11 kelemahan dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak yaitu tidak terdapatnya pengertian 

mengenai perdagangan anak itu sendiri, dan tentunya sanksi 

tersebut tidak hanya sebagai peraturan formalitas dalam upaya 

menanggulangi tindak pidana perdagangan anak tetapi juga harus 
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diterapkan dalam kasus agar perlindungan anaknyapun dapat 

berjalan dengan baik. 

c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Dalam uadang-undang ini terdapat sanksi terhadap pelaku 

dalam hal melakukan kejahatan perdagangan anak ini, yaitu 

terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Setiap orang yang melakukan pengiriman anak kedalam atau 
keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak 
tersebut tereksploitasi dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) 
tahun penjara dan paling laam 15 (lima belas) tahun dan denda 
palinh sedikit Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta 
rupiah) dan paling ban yak Rp. 600.000.000.00 ( enam ratus juta 
rupiah). 

2. Kera.Tigka Konseptual 

Kerangka konseptual dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk 

memberikan batasan terhadap permasala.1.an dalam prostitusi anak 

dibawah umur serta upaya penanggulangannya. Untuk mengusahakan 

konsep-konsep sebagai batasan-batasan pengertian yang berkaitan dengan 

prostitusi anak di bawah umur. Adapun pengertian-pengertian tersebut 

diantaranya adalah: 

a. Yuridis adalah berdasarkan pada peraturan dan perundang-undangan 

yang berlaku. 
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b. Tindak Pidana adalah perbuatan melak:ukan atau tidak melak:ukan 

sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;8 

c. Perdagangan adalah proses atau cara untuk melihat, memeriksa, 

mempelajari dan mempertimbangkan kern bali terhadap sesuatu. 9 

d. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 

penampuilgan, pengirimim, pemindahan, atau penerimaan seseorang 

dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 

posisi rentan, penjerata!l utang atau memberi bayaran atau manfaat 

sehingga memperoleh persetujuan. dari orang yang memegang kendali 

atas orang lain tersebut, baik yang dilakuk:an di dalam negara maupu11 

antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 

tereksploitasi. 10 

e. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungan terhadap 

pemidanaan petindak yang telah melakukan tindak pidana dan 

memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam U..'ldang-

undang. 11 

8 S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Storia Graftk:a, 2002), hlm. 207. 
9 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2001 ), hlm. 1198. 
10 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, UU No. 21 Tahun 2007, Pasal 1 butir I. 
11 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan 

Penerapannya, (Jakarta: Storia Graftk:a, 2002), hlm. 249. 
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f. Penegakan Hukum 

Merupakan kegiatan yang menyerasikan hubunga.1 nilai-nilai yang 

te:rjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan perilaku sebagai 

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian hidup. 12 

12 Soekanto, Soerjono, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masa/ah-masa/ah 
Sosia/, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 277. 
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Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran dalam penulisan skripsi ini adalah: 

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2007 
TENT ANG PEMBERANT ASAN TINOAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG 

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR 
NO. 02/Pid.A/B/2006/PN .Bgr 
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I 
Unsur-unsur yang dipakai oleb 

Hakim dalam membcrikan pemidanaan 

i 

Unsur-unsur 
dari memperdagangkan anak 

ANAL ISIS 

REKOMENDASI 
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E. Metode Penelitian 

Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah 

penulisan yang menggunakan bahan atau data sekunder. Dalam penelitian hukum 

normatif, bahan pustaka yang berupa data dasar yang dalam penelitian 

digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder bisa mencakup bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 13 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat mencakup, norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, 

peraturan perundang-undangan bahan yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, 

traktat, baha..1 hukum peninggalan dari. masa Belanda. 14 

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skiipsi ini adalah: 

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalmn penulisan ini adalah: 

a. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945); 

b. Kitab Undang-Undang Dasar Hukum Pidana (KUHP); 

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perli.11dungan Anak 

d. Undang-Unda..1g Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; 

e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. 

13 Soetandyi Wigjosoebroto, Nuki/an Metode Penulisan Hukum, (Jakarta: FHUP, 2003), 
him. 5. 

14 Soetjono Soekanto, Penelitian Hukum Norma/if, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: 
Rajawali Press, 2006), him. 14. 
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2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku 

yang relevan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah: 

a. Trinadi Dorothea & Rudy Gunawan yang be:tjudul Hitam Putih Prostitusi; 

b. Arif Gosita yang berjudul Masalah Perlindungan Ana.lc; 

c. Romli Atmasasmita yang be:tjudul Peradilan Anak di Indonesia; 

d. Agustinus Pohan, Hak Asasi Manusia dan Hak Anak. 

3. Bahan hukum tertier yang digunakan yakni, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

Sifat dari penulisan skripsi ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang 

mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh 

gambaran serta pemahaman yang menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif, 

yaitu penditian yang didasarkan pada pengumpnlan data di lapangan yang 

kemudian diteliti kern bali. 15 

B. Sistematika Penulisan 

BABJ PENDAHULUAN 

Dalam Bab I ini akan menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penclitian, kerangka teoritis, konseptual dan 

kerangka pemikiran, metode penulisan dan sistematika penulisan. 

15 Ibid. , hlm. 17. 
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BABIII 

BABIV 

BABV 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab II ini ak:an menguraikan mengenai pengertian tindak: 

pidana, pengertian tindak: pidana perdagangan anak:, bentuk-bentuk 

perdagangan anak: dan pengertian pertanggungjawaban pidana. 

HASIL PENELITIAN 

Pada bab III ini ak:an menguraika..'l mengenai posita, keputusan 

majelis hak:im PN. Bogor berdasarkan rasa keadilan (dari segi 

ultimum premidium ), alasan Majelis Hakim memberikan 

pemidanaan terhadap anak: yang menjadi pclaku tindak: pidana 

perdagangan orang. 

ANALISIS PENELITIAN 

Pada bab IV ini ak:an menguraikan mengenai fak:tor penyebab 

terjadi perdagangan anak: yang dilak:ukan anak dibawah umur, 

pertanggungjawaban anak: dibawah umur yang melak:ukan 

perdagangan anak, kencala-kendala penegak:an hukum dalam 

menanggulangi perdagangan a.nak: ser..a upaya penanggulangan 

terhadap tindak: pidana perdagangan anak: 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupak:an bab ak:hir dari skripsi ini yang berisi 

kesimpulan berdasarkan pokok permasalahan dan beberapa saran 

dari penulis. 
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